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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSEORANGAN
YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
WANITA ILLEGAL DI MALAYSIA

MUSTIKA SARI

Penyaluran tenaga kerja Indonesa yang dilakukan oleh orang
perseorangan bukan oleh pemerintah atau pun perusahaan penyalur tenaga kerja
Indonesia swasta yang resmi tetap sgja terjadi. Penempatan tenga kerja di
Indonesia keluar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instans pemerintah
baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum
yang memadal guna memberikan perlindungan yang maksimal. Negara wajib
menjamin dan melindungi hak asasi warga Negara nya yang bekerja baik di dalam
maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan,
sosia, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku perseoranagan yang turut serta
melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia dan untuk
mengetahui  bentuk-bentuk kejahatannya, serta untuk mengetahui bagaimana
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan yang turut serta melakukan
penempatan tenaga kerjawanitaillegal di Malaysia

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan
pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dan data
sekunder.Data sekunderyaitu data yang di perolehdaristudikepustakaanatau studi
literatur, dengan mengolah data dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenal
praktik hukum sering kali tidak mampu menjelaskan doktrin turut serta
melakukan tindak pidana. Di satusis, turut serta melakukan disamakan begitu sgja
dengan perbuatan bersama-sama sehingga tidak membedakan antara turut serta
melakukan sebagal salah satu bentuk penyertaan dan tindak pidana pada
umumnya. Sasaran penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatakan
tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesual dengan keahlian, ketrampilan, bakat,
minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat dan martabat, hakasasi, dan
perlindungan hukum. Setiap orang lain yang berada di tempat kerja sekali pun
bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya. Demikian pula setiap sumber
produksi perlu dipaka dan dipergunakan secara aman dan efisien. Berhubung
dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma
perlindungan kerja, yang diwujudkan dalam undang-undang yang memuat
ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Palaku Perseorangan, Turut
Serta, Tenaga Kerja Wanitalllegal.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya
Pasal 27 ayat (2) menyatakan setiap warga Negara Indonesia berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja adalah cara manusa
mendapatkan harkat dan martabatnya dengan bekerja akan dapat meningkatkan
kesgjahteraan seseorang meskipun harus dihadapkan dengan kenyataan
terbatasnya lapangan kerja di Negara ini. Dalam ha ini Negara berhak
bertanggung jawab atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga
Negara untuk hidup kemanusiaan. Rumusan ini dimaknai warga Negara berhak
atas hak yang konstitusional .*

Pekerjaan yang dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri hubungan
kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Hal ini terdapat didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 2
ayat (2) yang menejelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau wanita
yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketenagakerjaan adalah
kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi
yuridis dan segi sosial ekonomis.? Dari segi yuridis pekerja membutuhkan

penghidupan yang layak, dari segi sosial ekonomis pekerja membutuhkan

! Hardijan Rusli. 2003. Hukum Ketenagakerjaan 2003. Jakaerta: Ghalia Indonesia,
halaman 1

2 Zaeni Asyhadie, dkk. 2019. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di
Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 4

1



perlindungan hukum dari Negara jika adanya tindakan sewenang-wenang dari
pengusaha.®

Hukum ketenagakerjaan merupakan pengaturan hubungan perburuhan,
baik bersifat perseorangan maupun tradisonal. Hukum mencakup persoalan
seperti penerapan upah, jaminan kerja, kesehatan dam keselamatan kerja. Hukum
perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan
pengusaha dan majikan.*

Sejalan dengan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan pengerahan
orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan diluar negeri tidak berlaku laki
mengamanatkan penempatan tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang
tersendiri. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Menimbang konsideran Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

1. Hak manus wajib dijunjung tinggi, dihormati dalam bekerja dan
dalam bekerja manusiawajib dijamin penegakannya.

2. Warga Negaranya yang bekerja baik didalam negeri maupun diluar
negeri, Negara wajib melindungi hak asas yang berdasarkan
demokrasi, keadilan, sosial, kesetaraan gender dan ber prinsip untuk
memberikan perlindungan untuk setiap warga negaranya agar bebas
dari anti diskriminasi.

3. Pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran masyarakat dalam

suatu hubungan hukum yang memadai guna untuk memberikan

® Asri wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 8
* Dedi Ismatullah. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia, halaman 48



perlindungan yang maksimal bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja

didalam negeri maupun diluar negeri untuk dilakukan secara terpadu

gunamelindungi para pekerja.’

a. Aturan Hukum tentang pelaku perseorangan Tenaga Kerja Illegal
terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan ancaman pidana penjara
paling lama 10 tahun dan denda 15 miliar, ancaman diberikan
kepada setiap orang yang menempatkan pekerja migrant dengan
tidak memenuhi persyaratan seperti para pekerja memiliki
dokumen yang lengkap dan terdaftar dalam nomor kepesertaan
jaminan sosial, memiliki tubuh yang sehat jasmani dan rohani.
Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling
banyak Rp. 15 miliar juga diberikan kepada perseorangan yang
melakukan penempatan atau pengiriman pekerjamigran.

b. Faktanya Tenaga Kerja lllegal kembali menjadi perbincangan saat
ini di dalam masyarakat, yang menempatkan Tenaga Kerja
Indonesia ke Luar Negeri menggunakan orang perseorangan tidak
melaui Pemerintah, terdapat di dalam Undang-Undang No. 39
Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia, hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan mengancam

perlindungan para pekerja.

®Lalu Husni. 2014.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers,
halaman 91



c. Kondis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Secara lllegal saat ini
tambah meluas dan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan
oleh undang-undang, yang dilakukan bagi pelaku perseorangan
dalam menempatkan tenaga kerja Indonesia secaraillegal.

Dalam Idam kedudukan wanita sangat dihargai, wanita tidak boleh
diperlakukan secara kasar dan dibebani sesuatu yang bukan merupakan tanggung
jawabnya, seperti di jelaskan dalam ayat berikut:

$giE"E ~ B BB @tUN At 248 § TIBUE. WrE dqi eqtd aciC) e71$BE doBEta]bilif ity
+&5yIVERE drefsarSraadibiiE doBEet. GoelibifgdcB?0@o@ e ra dilsiz i CIE

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang
nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu
tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang

banyak” .

Faktanya, yang terjadi di masyarakat sekarang adalah wanita seringkali
harus menjadi tulang punggung keluarga sehingga terkadang wanita terpaksa
harus bekerja ke luar kota atau ke luar negeri. Karena keadaan tersebut muncul 1ah
peluang kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari
keuntungan pribadi terhadap pelaku.

Penyaluran tenaga kerja Indonesa yang dilakukan oleh orang
perseorangan bukan oleh Pemerintah ataupun Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja
Indonesia Swasta yang resmi tetap sgja terjadi salah satunya yaitu terdapat di
dalam Putusan No0.2422/Pid.Sus/2017 atas nama Goodstar Mozes Banik yang

melakukan tindakan perseorangan yang turut serta melakukan Penempatan



Tenaga Kerja Wanita lllegal di Malaysia atas nama korban Serlin Agustina
dengan menyalurkan tenaga kerja wanita keluar negeri tidak memakai syarat dari
ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penjatuhan putusan terhadap Goodstar Mozes Banik pada tingkat
Pengadilan Negeri kupang Menyatakan terdakawa Goodstar Mozes Banik
meyakinkan menurut hukum bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana
pelaku perseorangan yang melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita di
Malaysia atas nama korban Serlin Agustina yang diketahu merupakan hasl
pelanggaran penempatan kerja di luar negeri sebagaimana dalam dakwaan Pasal 4
Undang-Undang No0.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan uraian terhadap tenaga kerja Indonesia
pelaku perseorangan yang melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di
Malaysia, penulistertarik untuk membahas dan mengkaji 1ebih lanjut yang penulis
tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi: “ Pertanggungjawaban
Pidana Bagi Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan
Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal DI Malaysia (Analisis Putusan

N0.2422 K /Pid.SUS/2017)"

1. Rumusan Masalah
Permasalahan merupakan perbedaan antara das sein dan das sollen.

Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis, untuk



menjawabnya harus memerlukan analisis dari penelitian yang diangkat dalam
judul tersebut.®
Dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar
bel akang yang diuraikan adalah :
a. Bagaimana Ketentuan hukum bagi pelaku perseorangan yang turut
serta melakukan penempatan tenaga kerjawanitaillegal di Malaysia?
b. Bagaimana Modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perseorangan
yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di
Malaysia?
c. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan
yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di
Malaysia?
2. Faedah Penelitian
Penulisan dalam penelitian ini diharapkan berfaedah untuk berbagai hal
yaitu :
a SecaraTeoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran penelitian ini diharapkan
berfaedah dalam rangka pengembangan ilmu terhadap kejahatan penempatan
tenaga kerja wanita (TKW) illegal khususnya terkait dengan kejahatan pelaku

perseorangan yang melakukan penempatan kerjawanitaillegal di Malaysia.

® |da Hanifa, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Cv. Pustaka
Prima, halaman 15



b. SecaraPraktis

Melalui penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat pada
umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti pelanggaran pidana yang
berkaitan dengan kejahatan penempatan tenaga kerja wanita (TKW) illegal
terkhususnya mengenai pelaku perseoranagan yang turut serta melakukan
penempatan kerjaillegal di luar negeri.
B. Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pelaku perseorangan yang
turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanitaillegal di Malaysia;

2. Untuk mengetahui modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku
perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita
illegal di Malaysia;

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan
yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di
Malaysia.

C. Definis Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme penentuan
terhadap seorang terdakwa atau tersangka dalam pertanggungjawaban atas
suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

2. Pelaku Perseorangan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Pasal
(4) Tahun 2004 menegaskan bahwa orang perseorangan dilarang

menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.



3. Turut Serta dalam kaitannya dengan tindak pidana yaitu orang yang
dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Perkataan turut
berbuat itu perlu penjelasan lagi, dan hal ini menjadi perbincangan dan
pendapat para pakar hukum yang ada.’
4. TKW merupakan singkatan dari Tenaga Kerja Wanita yang dapat diartikan
sebagai perempuan warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri
dalam hubungan kerja dengan waktu tertentu dan untuk menerima upah.
D. Keadian Penelitian

Persoalan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan yang
turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita Illegal bukanlah
merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-
peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi
Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja
Wanita lllegal ini sebagai tgjuk dalam berbagai penelitian. Namun hasil observasi
bahan kepustakaan yang ditemukan baik melaui internet maupun penelusuran
kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan
tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban
Pidana Bagi Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan

Penempatan Tenaga Kerja Wanita lllegal Di Malaysia”.

’ Teguh Prasetyo. 2016 Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 213



Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, ada dua judul yang
pembahasannya hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara
lain;

1. Skrips Latifah Zahra, NPM. 0906581284, Mahasisva Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011 yang berjudul “Penegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penempatan
Calon Tenaga Kerja (CTKI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang
Dilakukan Oleh Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta Dalam Sistem Peradilan Pidana’. Skrips ini merupakan
penelitian Normatif yang lebih menekankan pada kendala yang
dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang
berkaitan dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar
Negeri dalam sistem Peradilan Pidana.

2. Skrips Rangga Dwi Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum
UniversitasLampung Bandar Lampung, Tahun 2018 yang berjudul
“Upaya Penanggulangan Pengiriman tenaga Kerja Indonesia Illegal”.
Skripsi ini merupakan penelitian Normatif dan Empiris yang lebih
membahas tentang Upaya tentang BP3TKI Lampung dalam
menganggulangi pengiriman tenaga Kerja Indonesia lllegal.

Mengenai kedua pendlitian di atas baik secara konstruktif, substans
maupun pembahasan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat

ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini
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mengarah kepada Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku perseorangan yang
turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanitaillegal di Malaysia.
E. Metode Penelitian

Metode penelitian komponen penting dalam sebuah penelitian. Edimarwan
dalam buku ‘Metodologi Penelitian Hukum’ menerangkan bahwa metode
penelitian adalah Metode untuk menemukan kebenaran dengan berfikir secara
kritis. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap
data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian, Metode pencarian atas sesuatu
(inquiri) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan
terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.? Agar mendapatkan hasil yang
maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenisdan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum
sosiologi (yuridis empiris) adalah dua jenis pendekatan dalam penelitian hukum.

Penelitian hukum normatif berfungs untuk memberi argumentas yuridis
ketikaterjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hal ini berarti penelitian
hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan
hukumnya sebagai yang sui generis.® Sesuai dengan rumusan permasalahan,
penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), adapun

pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan penelitian hukum normatif

8 Ediwarman. 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Medan Polonia: PT. Soft Media,
halaman 3

°| Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normaif. Jakarta: Prenada
Media Group, halaman 12
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disebut juga penelitian hukum doktrina. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books).*
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian
deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan
lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan
menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau doctrinal
research, yang mana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah
bangunan sistem norma yang meliputi; asas-asas, norma, kaidah dari peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (garan).
Kemudian bahan-bahan tersebut disiapkan secara sistematis, dikaji dan ditarik
kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti yaitu dalam ha analisis
hukum putusan Nomor No.2422 K/Pid.sus/2017 atau yang sering dikenal dengan
pendekatan normatif tipejudicial case study.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2
(dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data yang
digunakan ialah data sekunder, adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri
dari studi literatur, yakni:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini

seperti: Undang-Undang No0.39 Pasal (4) Tahun 2004 tentang

19 Amiruddin, dkk. 2014, Pengantar Metode Pendlitian Hukum, Jakarta: Rajawali,
halaman 9



12

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur
atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-
karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
seperti: kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa
Inggris, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan aat pengumpulan data berupa studi

dokumentas atau melalui penelusuran literatur (library riset) yang dilakukan di
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Di dalam
melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda
tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi putusan Nomor No0.2422
K/Pid.Sus/2017, peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data
lainnya.

5. AnalisisData

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu

dimana data yang diperolen daam studi keputusan (library riset) atas bahan

hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan
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dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapa target yang
diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik

kessmpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep bahwa pertanggungjawaban
pidana disejgjarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai
kepastian. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan harus
disgjgjarkan pada nilai keadilan, namun tidak menutup kemungkinan adanya
pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban yang ketat. Adanya
masalah perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana baik perbuatan mengenai
keadaan maupun perbuatan mengenai hukumnya harus sesuai dengan konsep
merupakan suatu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali
perbuatannya itu patut dipersalahkan.™*

Pencegahan terhadap tindak pidana berupa penegakkan dalam norrma
hukum demi mengayomi masyarakat, penyel esaian masalah yang ditimbulkan dari
tindak pidana, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa perdamaian dalam
lingkungan masyarakat, mengadakan pembinaan bagi masyarakat terpidana agar
menjadi pribadi yang lebih baik dan membebaskan, merasa bersalah pada
terpidana  merupakan  beberapa  tujuan dari  pemidanaan  dalam
pertanggungjawaban pidana. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam

pertanggungjawaban pidana bahwa harus ada hukum pidana digunakan

" Melalui digilip.unila.ac.id, diakses 18 Maret 2019, pukul 23.26 WIB
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didalamnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik secara
materil maupun spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau
menaggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu, pemberian sanks
yang negativ dalam hukum pidana harus memeperhatikan biaya dan kemampuan
daya kerja dari institut terkait sehingga tidak terjadi beban tugas yang melampaui
batas pelaksanaannya.'?

Perbuatan melakukan kesalahan harus dipertanggungjawabkan secara
pidana, oleh karena itu kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu kesengagjaan dan
kelalaian.

1. Kesengajaan

Kesengajaan terdiri dari tiga macam yang sesuai dengan teori hukum
Indonesia yaitu:

Kesengajaan yang bersifat tujuan

Pelaku dalam tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya dengan kesengajaan yang bersifat tujuan sehingga
mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Kesengajaan tersebut pantas
dikenakan hukuman pidana bagi s pelaku. Adanya kesengajaan yang
bersifat tujuan ini, maka s pelaku benar-benar menghendaki
tercapainya akibat yang menjadi alasan dilakukannya ancaman

hukuman ini.

12| bid, halaman 18
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a. Kesengajaan secara Keinsyafan Kepastian
Perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi
dasar dari delik, tetapi s pelaku memahami dengan benar akibat dari
melakukan perbuatan itu.
b. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini merupakan bentuk
dari kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas
perbuatan seseorang yang dilakukannya, tetapi kesengajaan ini hanya
bayangan kepastian akan terjadi akibat yang perbuatanya atau yang
bersangkutan dan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan
bel akan akan perbuatannya itu.™
2. Kelalaian
Kelalaian mengandung dua macam delik yaitu, delik kelaaian yang
menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, kelalaian
terletak antara senggja dan kebetulan bagaimanapun kelalaian dipandang lebih
ringan dari kesengajaan. Delik kelalaian dapat diancam dengan pidana karena
perbuatan yang Kketidakhati-hatian yang menimbulkan perbuatan itu harus
dipidana, oleh karena itu ada perbedaan diantara keduanya kelalaian yang

menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu, maka diciptakan delik kelalaian.

B bid, halaman 19
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Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik keal paan yaitu:

a. Kekeliruan terletak pada pola pikir/pandang yang seharusnya
disingkirka, kekeliruan tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa
akibat mungkin akan timbul sikap berbahaya tidak mengadakan
praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Apabila
terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya,
akan tetapi pandangan itu tidak benar.

b. Tidak mengadakan penghati-hatian yang seharusnya diatur oleh
hukum, hal ini tidak menunjukkan pengadaan penelitian
kebijaksanaan, usaha/lkemahiran pencegah dalam keadaan tertentu
dengan orang melakukan perbuatan.

Apabila orang melakukan tindak pidana maka ia akan
mempertanggungjawabkan tindakan itu, tindakan melawan hukum itu tidak ada
alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dengan tindakan pidana
yang dilakukannya. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang tersebut dapat
dilihat dari kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini,
seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan tersebut telah
diancam, hal tersebut bergantung dari persoalan dalam melakukan perbuatan yang
memiliki unsur dalam kesalahannya.*

Salah satu unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, maka
untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tersebut perlu diadakan pembuktian

kembali. Membuktikan hal ini dapat memerlukan waktu yang cukup lama,

1% bid, halaman 19-21
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kemampuan bertanggung jawab dapat dianggap diam-diam karena pada umumnya
setigp orang norma mapu bertanggung jawab kecuali seseorang itu memiliki
keadaan atau tanda-tanda yang menunjukkan memiliki jiwa yang tidak normal
khususnya dalam hal ini akan diperintahkan oleh hakim keadaan jiwa terdakwa
sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan
hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1)
KUHP. Mengingat pentingnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan
hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP sgja, tetapi juga hukum adat
yang sampai sekarang masih tetap terpelihara, sehingga gjaran sifat melawan
hukum material di Indonesia menjadi sangat penting. Jika garan sifat melawan
hukum ini tidak didampingi dalam suatu perundang-undangan atau yurisprudensi,
maka dikhawartirkan hukum pidana adat akan mengalamai kematian.*®

Konsep atau rancangan KUHP 2002 yang telah disusun menjadi suatu
bagian yang tersendiri disamping gjaran sifat melawan hukum formal yang selama
ini sudah terakomodasi. Bahkan yang lebih mengunggulkan nilai-nilai keadilan
yang ada dalam masyarakat dibanding nilai kepastian yang berarti mereka benar-
benar menghargai hukum adat yang sekarang ada dan berlaku. Hal yang
sedemikian itu dapat disebut sifat melawan hukum material, namun cara
menafsirkannya sebagian besar sarjana hukum bahwa hukum tidak tertulis dapat
diartikan tidak sesuai dengan kesusilaan, bertentangan dengan kehendak

masyarakat, mengandung arti ketidaksopanan dan seterusnya. Sehingga

1% Teguh Prasetyo. Op cit, halaman 67
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pengertiannya diartikan sangat luas. Menurut Putusan MK (mahkamah konstitusi)
apabila pengertiannya di perluas sedemikian rupa sebagaimana tersebut diatas
berarti menjurus ketidakpastian hukum oleh karena itu menurut MK bertentangan
dengan ketentuan konstitusi yang tidak membenarkan pengertian luas. Dengan
demikian, sifat melawan hukum material bertentangan dengan hukum kebiasaan
dan hukum adat.

Mengenai istilah melawan hukum dapat masuk dalam ha pidana atau
perdata dengan demikian melawan hukum baik pidana maupun perdata seringkali
berbenturan atau tumpang tindih. Melawan hukum dapat berfungsi negatif, artinya
membebaskan melalui dasar hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dalam fungsi
positif artinya membebaskan melalui dasar hukum yang tertulis. Sifat melawan
hukum dikembangkan lebih baik lagi, bahwa hukum pidana itu merupakan
pendapat umum tentang sifat melawan hukum, harus menuntut karena adanya
perbuatan yang bersifat melawan hukum adanya asas legalitas.

A. Pelaku Perseorangan

Pemerintah tetap melarang penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau
pekerja migrant pada pengguna perseorangan ke Malaysia atau ke Negara lainnya.
Menteri menjelaskan bahwa dilarang untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia
(TKI) ke luar negeri oleh perseorangan, karena calon tenaga kerja Indonesia harus
mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kopetens badan mendaftarkan diri ke
dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap di daerah. Informas

terkait pekerja migrant harus sampai ke masyarakat agar calon pekerja migrant
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terhidar dari penempatan pekerja migrant secaraillegal yang dilakukan oleh pihak
tertentu yang dimana selaku orang perseorangan.*®
B. Turut Serta Melakukan

Turut serta melakukan mengakibatkan pula ada kesmpulan mengenai
pembuat bahwa dia tidak melakukannya sendirian. Harus ada orang lain yang
turut melakukan perbuatan itu. Bukan pula orang lain itu harus dituntut. Mungkin
sgja ada beberapa peserta, tetapi hanya seorang yang dituntut. Memang harus
dibuktikan bahwa yang dituntut turut serta melakukan itu terjadi bersama satu
orang atau lebih. Tidak pula harus diketahui siapa-siapakah itu. Mereka yang turut
serta melakukan karenanya tidak perlu menjadi mereka yang turut serta sebagai
tersangka. Terjadinya turut serta melakukan secara substantif tidak harus diikuti
dengan proses prosedural dalam menetapkan orang-orang yang terlibat dalam
turut serta sebagal tersangka, terdakwa bahkan sebagai terpidana, meskipun harus
dibuktikan terjadinya turut serta. Dengan demikian, persoalan utama dalam turut
serta adalah adanya peristiwa hukum tertentu dan sampai sejauh mana keterlibatan
orang tertentu dalam peristiwa tersebut.Seseorang hanya dipertanggungjawabkan
atas keterlibatannya sendiri dalam peristiwa tersebut.*’

Adapun kesengagjaan dalam turut serta melakukan berfungsi sebagai
ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta. Oleh karenanya,
kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik turut serta,
karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana,

sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah deik. Hal ini melahirkan

®Melalui https://m.detik.com, diakses tanggal 14 Maret 2019, pukul 17.00 WIB
YMuhammad Ainul Syamsu. 2014. Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran
Penyertaan, Jakarta, halaman 70



https://m.detik.com

21

konsekuensi bahwa secara prosedural penjatuhan pidana terhadap pelaku turut
serta melakukan tidak harus menunggu penjatuhan pidana kepada pelaku tindak
pidana terlebih dahulu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap pelaku turut
serta dapat dilakukan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana sepanjang
dibuktikan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi turut
serta melakukan yang melibatkan beberapa orang, meskipun tidak harus diikuti
dengan penetapan orang yang terlibat didalam turut serta sebagai tersangka.'®

Dalam turut serta sebagaimana ditentukan dalam putusan Hoge Raad
adalah pelaksanaan bersama. Dikatakan bahwa tururt serta terjadi manakala tindak
pidana dilakukan bersama-sama berdasarkan pembagian peran antara pelaku
tindak pidana dan pelaku turut serta. Persoalan pertama dalam syarat kedua ini
adalah menentukan sampai sgjauh mana suatu perbuatan dapat memenuhi kriteria
pel aksanaan bersama. Oleh karenanya, sering kali penentuan pel aksanaan bersama
dalam turut serta merujuk kepada penggunaan perbuatan pelaksanaan dalam
percobaan, ha itu melahirkan persoalan tersendiri. Jika didasarkan pada teori
subjektif yang memandang adanya permulaan pelaksanaan berdasarkan niat dan
maksud pembuat tindak pidana, maka pelaksaan bersama dipandang ada manakaa
terdapat maksud secara subjektif untuk melakukan perbuatan. *°

Dari sudut pandang ini, pelaksanaan bersama tidak berbeda dengan sifat
melawan hukum subjektif yang mendasari sikap batin pembuata tindak pidana

yang diarahkan kepada kerja sama untuk melakukan tindak pidana.

| bid., halaman 71
1 bid., halaman 72
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Turut serta merupakan bentuk penyertaan yang memperluas norma dan
kaidah yang terkandung dalam delik, sehingga persoalan terletak pada kedudukan
turut serta sebagai delik yang tunduk kepada asas legalitas. Di sis lain,
dipidananya turut serta menunjuk kepada keadaan-keadaan tertentu yang menjadi
dasar di celanya orang sebagai pelaku turut serta dan oleh karenanya dapat
dipidana (KUHP). Berdasarkan perspektif KUHP, persoalan turut serta terletak
pada keadaan-keadaan tertentu diperluasnya pertanggungjawaban orang lain
sebagai pelaku turut serta. Sejalan dengan prinsip dasar KUHP yang memandang
kesalahan dan pertanggung jawaban pidana sebagai unsur subjektif tindak pidana,
maka turut serta dipandang sebagai bentuk penyertaan yang memperluas dapat
dipidananya orang.Berdasarkan perspektif ini, pelaku turut serta tidak dapat
dikatatakan melakukan tindak pidana karena perbuatannya tidak memenuhi
seluruh unsur delik, namun demikian pelaku turut serta dan peserta tetap
dipertanggungjawabkan karena memungkikan terjadinya tindak pidana. Utrecht
menggambarkan rasio garan penyertaan (dan turut serta) dalam Pasal 55 KUHP
yang menitikberatkan pada perluasan pertanggungjawaban pidana, sebagai
berikut:

Pelgjaran umum turut serta (penyertaan, pen) ini justru dibuat untuk

menghukum mereka yang bukan melakukan, bukan pembuat pelgaran

umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntutv pertanggungjawaban
mereka yang memungkiunkan pembuat melakukan peristiwa pidana,
biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir
peristiwa pidana tersebut.Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan
mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga

mereka (turut) bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban
mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu.

D1bid., halaman 76-77
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Perluasan pertanggungjawaban dalam garan turut serta dan penyertaan
juga dapat dilihat dari rumusan KUHP yang menekankan kepada dipidananya
pelaku tindak pidana. Berdasarkan kontruks ini, penekanan agjaran turut serta dan
penyertaan ditunjukan kepada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai
dasar penjatuhan pidana sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan.
Keberadaan turut serta ditentukan dengan adanya kesengajaan untuk melakukan
kerja sama dan tindak pidana. Kesengajaan ini pula yang menjadi dasar di
pidananya orang tersebut sebagai pelaku turut serta, tanpa kesengajaan, maka
tidak ada turut serta dan seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta
melakukan. Secara fungsional pelaku turut serta adalah setiap orang yang secara
adekuat, dilihat dari lalu lintas sosial dan ekonomi, turut mewujudkan tindak
pidana meskipun tidak melakukan langsung dalam unsur delik. Secara
kontekstual, perbuatan pelaku tindak pidana dipandang sebagal perbuatan pelaku
turut serta apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan
pelaku turut serta dan keberadaan pelaku turut serta tidak dapat dilepaskan dari
hubungan tersebut. Hubungan fungsional dsan kontekstual yang didasari niat
merupakan kriteria dasar dalam turut serta melakukan yang masih membuka
kemungkinan masuknya kriteria baru.

C. Tenaga Kerja Wanita
Menurut Husni calon Tenaga Kerja Indonesia merupakan setiap warga

Negara Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri dan terdaftar di instans
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Pemerintah Kabupatan/Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja®

Sertifikat kompetensi kerja menjadi salah satu syarat bagi calon TKI yang
akan dipekerjakan ke Luar Negeri. Jika TKI belum memiliki sertifikat kompetens
kerja, pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.?

Tenaga kerja wanita ikut berperan penting dalam pembangunan baik
tingkat daerah. Dalam hal ini wanita dalam pembangunan bangsa adalah mereka
yang turut serta sebagai sumber bagi pembangunan yang mempunyai hak serta
kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan
bangsa dalam segenap bangsa pembangunan. Meningkatnya persoalan tenga kerja
wanita tidak hanya terhadap tenaga kerja wanita itu sendiri melainkan kepada
keluarga yang ditinggal kan.

Pekerjaan yang tersedia di imigrant jumlah peningkatannya dipandang
lebih banyak dilakukan oleh perempuan, hal inilah yang menjadi trend global
untuk perempuan bekerja atau berpergian menjadi TKW keluar negeri khususnya
di Malaysia. Akan tetapi semakin meningkat seorang TKW mendapatkan masalah
saat bekerja sebagai pekerja rumah tangga pribadi yang dibawah pengawasan dan
perlindungan pemerintah dan tidak dapat pengawasan yang memadai. Hal inilah
yang membuat Indonesia dan Maaysia menimbulkan banyak persoalan,
khususnya TKW di Malaysa dan diplomas perlindungan TKW mash

memerlukan perlindungan yang panjang. Upaya perlindungan TKW perlu

21| alu Husni. Op cit, halaman 94
2|pid., halaman 99
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dilakukan secara serentak dan tidak hanya oleh diplomat Maaysia tetapi juga
seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Tenaga kerja wanita dikenal dengan Kkeuletan, keujuran, dan
keramahannya, oleh karena itu Pemerintah Malaysia menjadikan TKW sebagai
pilihan terakhir tenaga kerja asing. Namun kebanyakan salah satu TKW dianggap
sumber masalah karena kebanyakan kasus-kasus yang muncul berkaitan dengan
keberadaan TKW yang bekerja tanpa melalui prosedur atau tanpa dokumen yang
lengkap. TKW dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin di Malaysia
menyebabkan adanya beberapa faktor yang pertama, seorang TKW yang ingin
bekerja di Malaysia masih banyak yang tidak melengkapi dokumen untuk bekerja
melainkan menggunakan jasa calo. Kedua, TKW yang memiliki paspor tidank
menggunakan visa kerja, biasanya mereka menggunakan visa turis atau kunjungan
yang jangka waktunya paling lama tiga bulan. Ketiga, biasanya TKW yang
dikirim oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia dengan melengkapi dokumen,
akan tetapi jika masa kontraknya selesai mereka menolak pulang tanpa
memperpanjang visanya kembali. Keempat, TKW yang bekerja diperusahaan
tertentu yang dipekerjakan oleh perusahaan, akan tetapi sebelum kontraknya habis
mereka biasanya akan memilih ke perusahaan atau majikan yang lain, biasanya
dengan tawaran ggji yang lebih besar atau majikan baru yang dapat memberikan
mereka kenyamanan yang lebih. Selain itu terkadang mereka merasa tidak betah
dengan majikan yang sebelumnya sehingga mereka memberikan kesaksian tidak

mendapatkan tindakan yang baik atau menyenagkan dari majikan sebelumnya.
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Tidak dapat dipungkirin bahwa tenaga kerja wanita di Malaysia
mengandung pro dan kontra, sebagian besar TKW dipekerjakan pada sektor
informal, banyak pula yang beranggapan TKW merupakan pahlawan devisis bagi
Indonesia. Adapun yang beranggapan bahwa TKW merendahkan martabat

bangsa.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta
M elakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita lllegal Di Malaysia.

Penerapan gjaran turut serta melakukan tindak pidana di Indonesia masih
menyisahkan persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta
melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti
dengan pengembangan doktriner gjaran turut serta melakukan, sedangkan praktik
hukum tidak menguraikan garan turut serta melakukan secara memadai dalam
putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat
dalam turut serta melakukan tindak pidana.®®

Dengan demikian, praktik hukum sering kali tidak mampu menjelaskan
doktrin turut serta melakukan tindak pidana. Di satu sisi, turut serta melakukan
disamakan begitu saja dengan perbuatan bersamasama sehingga tidak
membedakan antara turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk penyertaan
dan tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks ini, tujuan turut serta untuk
memperluas tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik, karena perbuatan
bersama dalam turut serta masih mensyaratkan penentuan kualitas peran dan
kedudukan pembuat, sedangkan dalam delik konvergens semua orang yang

terlibat dalam tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana.

“Muhammad Ainul Syamsu. Op cit, halaman 1
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keberadaan turut serta melakukan yang diidentikan dengan perbuatan
bersama-sama tidak mampu menutupi celah dari prinsip tindak pidana yang hanya
ditujukan kepada satu pembuat tindak pidana. Di sisi lain, pengadilan juga belum
mampu menemukan terobosan baru dalam mengontruksi turut serta yang bersifat
kompleks sehingga praktik hukum terdapat dalam rangkaian penyertaan tanpa
batas. Hal ini disebabkan pemahaman tentang pengertian perbuatan sebagai
gerakan fisik sehingga pelaksaan bersama dalam turut serta melakukan masih
dimakna dengan pelaksanaan seluruh atau sebagian unsur delik atau perbuatan di
luar unsur delik yang sangat berperan dalam mewujudkan delik. Oleh karenanya,
keterbatasan makna perbuatan berpotens merektisi lingkup turut serta melakukan
sehingga memunculkan penyertaan terhadap penyertaan untuk menjangkau tindak
pidana yang bersifat kompleks.?*

Rumusan agaran turut serta dalam KUHP menegaskan perluasan
pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh
rumusan delik dapat dipidana berdasarkan penentuan penyertaan. Sebagai
perluasan pertanggungjawaban pidana, maka gjaran penyertaan dan turut serta
dalam KUHP berfungs untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai
dasar dapat dipidananya peserta berdasarkan asas kesalahan. Oleh karenanya,
garan penyertaan dalam KUHP diletakan dalam kerangka fungs pertanggung
jawaban pidana yang mengetengahkan pedoman bagi hakim untuk menentukan
keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dipertanggungjawabkannya pelaku

dan oleh karenanya dapat dipidana. Dalam kerangka ini, penafsiran pengadilan

21bid., halaman 5
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hakim mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ajaran penyertaan dan
turut serta karena secara prinsipi penafsiran tersebut ditujukan untuk memperluas
prinsip adjudikas yang digunakan oleh hakim sebaga pedoman dalam
menentukan keadaan-keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada
pembuat tindak pidana.

Rumusan gjaran penyertaan dan turut serta melakukan tidak menjelaskan
bentuk-bentuk perbuatan turut serta dan penyertaan, sebaliknya rumusan tersebut
hanya mengambil alih begitu sga rumusan KUHP yang mengatur dapat
dipidananya peserta, padahal KUHP dibangun diatas dua fundamen yang bertolak
belakang. Di satu sisi, teori penyertaan subjektif menyebutkanbahwa pemidanaan
terhadap pembuat (pelaku, pesuruh, pelaku turut serta dan penganjur) memiliki
dergat yang sama didasarkan pada niat subjektif para pembuat. Teori ini
mendasari pengaturan penyertaan dan turut serta dalam Pasal 55 KUHP yang
memidana pesrta sama dengan pel aku.

Di sis lain, teori penyertaan objektif mendasarkan pemidanaan yang
berbeda-beda berdasarkan perbuatan yang objektif yang terwujud dalam
penyertaan. Kontruks ini digunakan dalam Pasal 56 KUHP yang memidana
pembantu lebih ringan daripada pembuat. Sekilas terlihat bahwa teori penyertaan
objektif merupakan teori yang membahas tindak pidana karena berorientas
kepada perbuatan objektif, namun pada prinsipnya teori penyertaan objektif hanya
menjadikan perbuatan objektif sebagai alat ukur pertanggungjawaban pidana

(hukuman)terhadap pembuat tindak pidana. Oleh karena itu, teori penyertaan
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objektif tetap berpusat pada pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan
teori tentang tindak pidana.

Terjadinya turut serta melakukan secara substantif tidak harus diikuti
dengan proses prosedural dalam menetapkan orang-orang yang terlibat dalam
turut serta sebagal tersangka, terdakwa bahkan sebagai terpidana, meskipun harus
dibuktikan terjadinya turut serta. Dengan demikian, persoalan utama dalam turut
serta adalah adanya peristiwa hukum tertentu dan sampai sejauh mana keterlibatan
orang tertentu dalam peristiwa tersebut. Seseorang hanya di pertanggungjawabkan
atas keterlibatan sendiri dalam peristiwa tersebut. Adapun kesengajaan dalam
turut serta melakukan berfungsi sebagai ukuran penjatuhan pidana terhadap
pelaku turut serta®

Kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik
turut serta, karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban
pidana, sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah delik. Hal ini melahirkan
konsekuensi bahwa secara prosedural penjatuhan pidana terhadap pelaku turut
serta melakukan tidak harus menunggu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak
pidana terlebih dahulu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap pelaku turut
serta dapat dilakukan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana sepanjang
dibuktikan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi turut
serta melakukan yang melibatkan beberapa orang, meskipun tidak harus diikuti

dengan penetapan orang yang terlibat didalam turut serta sebagai tersangka.

B1bid., halaman 71
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Pelgjaran umum turut serta dalam suatu peristiwa pidana dibuat untuk
menghukum mereka yang bukan melakukan maupun pembuat, Tujuan pelgaran
umum turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka, jika
mereka melakukan tindak pidana walaupun perbuatan mereka itu sendiri tidak
memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Mereka yang disebut
bukan pembuat adalah segala bentuk perbuatan mereka memuat semua anasir-
anasir perisiwva mash turut bertanggung  jawab atau dapat dituntut
pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu.?®

Undang-Undang, Penempatan Kerja, dan Pekerja Wanita/Perempuan Pasal
55 ayat (1) KUHP : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

a. Orang yang turut melakukan perbuatan atau yang turut memberikan

perintah untuk melakukan.

b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memaka kekuasaan
atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan
member kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk
untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pengaturan dalam pasal ini adalah penerapan sanks terhadap pelaku yang
melakukan penyertaan tindak pidana, jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi
pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Dalam
Pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan peristiwva pidana baik kejahatan maupun

pelanggaran. Terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang sanksi penyertaan Tindak

2| bid., halaman 77
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Pidana adalah hukuman yang telah ditentukanhanya dijatuhkan atas orang yang
turut berbuat dengan langsung.

Dalam Pasa (1) Undang-Undang No0.39 Tahun 2004, dalam Undang-

Undang ini yang dimaksud dengan:

a. Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya yang disebut dengan TKI
adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk
bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu
tertentu dengan menerima upah.

b. Calon tenga kerja Indonesa yang selanjutnya disebut caon TKI
adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instans
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidangk
ketenagakerjaan.

c. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan
TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di
luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus
dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan
keberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan
pemulangan dari Negara tujuan.

d. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan
calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak nya
sesuai dengan peraturan perundang-undang, baik sebelum, selama,

maupun sesudah bekerja.
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Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah
memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan
pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Mitra usaha adalah instans atau badan usaha berbentuk badan hukum
di Negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada
pengguna.

. Penggunajasa TKI yang selanjutnya disebut dengan pe